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Abstract 

 The aim of this research is to monitor the implementation of the School Operational Assistance program 

at SDN 023 Seberang Pebenaan, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. This research uses four indicators, 

namely Determination of measurements, Assessment or Measurement, Comparison between Implementation, 

Improvement or Correction. This research method is descriptive qualitative. The informants in this research were 

the principal, treasurer and teachers of SDN 023 Seberang Pebenaan, school committee and parents using 

purposive sampling technique. The data collection techniques used were observation, interviews and 

documentation. Based on the research results, it is known that the determination of measures in monitoring the 

implementation of the School Operational Assistance program is quite clear and good, where the standard used is 

the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia and also the technical 

instructions, both in terms of time standards, quantity standards and also clear standards for the use of funds. 

Assessment or Improvement, in reality, in the field the submission of reports made by the school to the Boss Team 

was on time and there were no irregularities, because there were no differences in the report on the use of BOS 

funds and the initial plan as a result of the agreement with the District Boss Team. Comparison between 

implementation, comparison of the time for submitting reports carried out by the school in accordance with the 

standards determined by the District Boss Team.  
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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan program Bantuan Operasional 

Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini 

menggunakan empat indikator yaitu Penentuan ukuran, Penilaian atau Pengukuran, Perbandingan 

antara Pelaksanaan, Perbaikan atau Pembetulan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara dan guru SDN 023 Seberang Pebenaan, 

komite sekolah serta wali murid dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui Penentuan Ukura dalam Pengawasaan pelaksanaan program Bantuan Operasional 

Sekolah sudah cukup jelas dan baik dimana standar yang digunakan adalah Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan juga petunjuk teknisnya, baik dalam standar 

waktu, standar jumlah dan juga standar penggunaan dana sudah jelas. Penilaian atau Perbaikan, pada 

kenyataannya dilapangan penyampaian laporan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada Tim Bos 

sudah tepat waktu dan tidak terjadi penyimpangankarena tidak ada perbedaan laporan penggunaan 

dana BOS dengan rencana awal hasil kesepatakan dengan Tim Bos Kabupaten. 

Kata Kunci:  Pengawasaan Pelaksanaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah   
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Pendahuluan 

Sistem pendidikan nasional kini diterapkan oleh Indonesia yaitu semua jalur, jenis, dan 

jenjang pendidikan wajib mengimplementasikan system tersebut. Salah satu program 

pendidikan yang saat ini di dalam negeri adalah “Wajib Belajar 12 Tahun”, yakni 6 tahun 

Sekolah Dasar (SD), 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

Sebagai negara yang menduduki peringkat ke-4 dengan penduduk terbanyak di Dunia, 

Indonesia harus mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang bermutu dan mampu 

membawa Indonesia menuju kancah Internasional yang lebih maju. Karena mutu generasi 

suatu bangsa tak terlepas dari bagaimana mutu pendidikan yang telah diberikan negara 

kepada rakyatnya. Adapun Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 

termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu melindungi 

segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun salah satu tujuannya yaitu 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” tersebut, negara harus bisa memastikan agar seluruh 

rakyat Indonesia dapat mengenyam bangku pendidikan secara bermutu dan layak. 

Seperti yang termaksud di dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan.” Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil 

kesimpulan bahwa setiap masyarakat yang berada wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik dari kalangan orang yang 

berpenghasilan tinggi, berkecukupan, ataupun menengah kebawah. Dalam PP Nomor 48 

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.” Pada peraturan tersebut, 

biaya pendidikan terbagi 3 (tiga) bentuk, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya 

Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. 

Dengan adanya peraturan ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak 

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya memberikan hak seluruh rakyat 

NKRI untuk mendapatkan pendidikan, namun tidak semua manusia mampu untuk 

menyediakan dana atas pendidikan karena strata ekonomi yang beragam. Oleh karena itu 

pemerintah telah berupaya atas solusi untuk memenuhi pendidikan bagi masyarakat yang 

kurang mampu sejak dari Program Wajib Belajar Sembilan Tahun hingga Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). 

Dalam Pasal 1 ayat 5 pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbunyi: “Dana Bantuan Operasional Sekolah 

yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana BOSP untuk operasional satuan pendidikan 

dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.” Pemerintah 

membentuk program ini bertujuan untuk mengurangi beban orang tua atau wali peserta didik 

terhadap berbagai iuran yang sering diminta oleh pihak sekolah untuk penyelenggaraan 

kegiatan operasional sekolah. Program Dana BOS juga merupakan salah satu program yang 

mendukung penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas (12) Tahun yang menjadi 

salah satu program besar dalam bidang pendidikan oleh pemerintah. 
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Tujuan dana BOS yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses 

layanan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan daerah. Dana BOS 

bersumber dari dana transfer daerah. Dana transfer daerah merupakan dana dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang nerupakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

Fenomena dan permasalahan ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan 

penelitian, maka adapun permaalahan dan fenomena tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan dana BOS tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat atau 

para orang tua siswa tidak mengetahui dana BOS tersebut digunakan untuk kegiatan apa 

saja. 

2. Penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan. Menurut 

Permendikbudristek 63/2022 dana BOS diperbolehkan untuk pemeliharaan sarana dan 

prasarana sekolah, kenyataannya di SDN 023 Seberang Pebenaan fasilitas meja belajar 

masih kurang, toilet tidak layak pakai, keterbatasan komputer dan printer. 

Tinjauan Pustaka 

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada 

perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja 

aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu 

penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien 

mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. 

 pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni 

berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam 

suatu program. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa  pelaksanaaan 

adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang 

dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan. 

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan 

2. Implementasi kebijakan 

3. Evaluasi kebijakan 

4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan  

Dalam proses pelaksanaan terdapat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat 

terpenting guna berhasilnya proses implementasi, faktor-faktor ini juga secara tidak 

langsung mempengaruhi implementasi, faktor-faktor juga secara tidak langsung 

mempengaruhi implementasi kebijaksanaan melalui dampak pada masing-masing faktor. 

Dengan perkatan lain, komunikasi mempengaruhi sumber, kecendrungan dan struktur 

birikrasi yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi. 
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Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, adalah penelitian yang 

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagimana adanya Nawawi dan Martini (1996:73). Menurut Bogdan dan Tailor, sebagaimana 

yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang diamati. Penelitian dekriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau 

keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan 

Mukhtar (2013: 28) 

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, 

wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang 

diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan mengawasi 

Hasil dan Pembahasan 

 Dana Bantuan Operasional Sekolah  yang disingkat sebagai dana BOS, adalah alokasi 

dana untuk mendukung operasional satuan pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 

dan menengah." Program ini dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi beban 

keuangan orang tua atau wali murid terkait dengan berbagai iuran yang biasanya diminta 

oleh sekolah untuk keperluan operasional. Dana BOS juga merupakan bagian dari upaya 

pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas (12) Tahun, 

yang merupakan salah satu program utama dalam sektor pendidikan Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang dikeluarkan dalam bentuk 

suatu produk hukum, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia, telah diterbitkan oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2022. 

Proses ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan,atau biasa disebut sebagai 

Permendikbudristek 63/2022. 

 Semua lembaga pendidikan, termasuk baik yang bersifat negeri maupun swasta, 

diwajibkan menerima alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika suatu sekolah 

menolak menerima dana tersebut, maka sekolah tersebut tidak diizinkan mengenakan biaya 

kepada orang tua atau wali murid, serta kepada muridnya sendiri. Contoh sekolah yang 

menerima dana BOS adalah SDN 023 Seberang Pebenaan di Kecamatan Keritang. 

 Untuk mengamati Pengawasan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 

Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti memanfaatkan 

indikator-indikator berikut: 

1. Penentuan Ukuran 

2. Penilaian atau Pengukuran 

3. Perbandingan antara Pelaksana 

4. Perbaikan atau Pembetulan 

 Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, Penetuan ukuran 

perlu ditetapkan sebelum mengawasi dalam pelaksanaan hasil. Penentuan ukuran memiliki 
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peranan penting, antara lain sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu 

kegiatan. Oleh karena itu, penetapan atau pembuatan standar menjadi suatu keharusan dalam 

pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah. 

1)Penentuan Ukuran 

Menetapkan ukuran dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 

023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, mencakup 

pembuatan pedoman untuk efisien mengelola dana BOS. Komponen atau indikator dari 

penetapan standar ini melibatkan pembuatan standar waktu, standar jumlah, dan standar 

penggunaan dana. 

Standar waktu dalam Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah 

di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, merujuk 

pada keteraturan waktu dalam proses penyaluran dana BOS, terutama di SDN 023 Seberang 

Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. 

 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd, yang menjabat sebagai Kepala 

Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, informasi diperoleh mengenai ketepatan waktu 

pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, 

Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.: 

“Waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan secara bertahap. Biasanya 

disalurkan dari pusat ke daerah dimulai dari bulan Januari kemudian bulan April setelah itu 

bulan September”.  

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara Sekolah SDN 

023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaa 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir secara bertahap. Aturan yang mengatur yaitu 

Permendikbud Nomor 63Tahun 2022. Dimana pada pelaksanaanya pencairan tersebut setelah 

cair kepala sekolah bisa langsung mengambil ke bank yang bersangkutan”  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang 

Pebenaan, apakah mengetahui waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh 

informasi bahwa: 

“Ya, saya mengetahui waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu cair dalam 

tiga tahap, tahap I sebesar 30% sejak Januari, tahap 2 sebesar 40% pada bulan April, dan tahap 

3 sebesar 30% pada bulan September”  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Komite SDN 023 Seberang Pebenaan Pak Sultan, 

apakah mengetahui waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diperoleh 

informasi bahwa: 

“Yang saya tahu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini cair dalam tiga tahap, waktu 

pencairan tiap tahapnya saya kurang mengetahui” 

a) Standar jumlah 

Standar jumlah dalam Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di 

SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, merujuk 

pada pertimbangan apakah jumlah dana yang diterima oleh pihak sekolah sesuai dengan 

standar yang ditetapkan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd., yang menjabat sebagai 

Kepala Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, informasi diperoleh mengenai jumlah dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, 

Kabupaten Indragiri Hilir.: 

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekalah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini bertahap. Besaran alokasi BOS 

Reguler yang diterima Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan 

dengan satuan biaya, dimana untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 940.000,00 (sembilan 

ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun”).  

Hal ini sesuai dengan jawaban Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 Seberang 

Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

 “Jumlah dana Bantuan Operasional Sekalah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini bertahap. Besaran alokasi BOS 

Reguler yang diterima Sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan 

dengan satuan biaya, dimana untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 940.000,00 (per 1 

(satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, 

apakah mengetahui jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa: 

“Ya, saya mengetahui jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 

Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebesar Rp 

940.000,00 (per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun” . 

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) oleh SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, 

Kabupaten Indragiri Hilir, dilakukan secara bertahap. Alokasi BOS Reguler yang diterima 

oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya. 

Untuk jenjang Sekolah Dasar, besaran tersebut adalah sejumlah Rp 940.000,00 (sembilan 

ratus empat puluh ribu rupiah) per satu peserta didik setiap tahun. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Pak Sultan, anggota Komite SDN 023 Seberang Pebenaan, untuk 
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mengetahui jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang 

Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa.: 

“Saya mengetahui tahu jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 

Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ini yaitu sebesar Rp 

940.000,00 (per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun dan dan diterima secara 

bertahap”. 

b) Standar penggunaan dana 

 Standar penggunaan Dana BOS Reguler di Sekolah harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler, kepala Sekolah, guru, dan 

Komite Sekolah. Kesepakatan tersebut harus didokumentasikan secara tertulis dalam 

bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd., Kepala Sekolah SDN 023 

Seberang Pebenaan, terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 

023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh 

informasi bahwa: 

“Penggunaan BOS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Sekolah, khususnya untuk 

membantu mempercepat pemenuhan SNP. Dana BOS yang diterima Sekolah dapat 

direncanakan untuk digunakan membiayai kegiatan berikutnya. Penggunaan BOS 

diprioritaskan untuk kegiatan operasional Sekolah nonpersonalia”. 

 Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara Sekolah SDN 

023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dana BOS 

digunakan untuk:penerimaan Peserta Didik baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan 

ekstrakurikuler; pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan 

administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, penyediaan alat 

multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan 

lulusan; dan pembayaran honor”. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah, S.Pd., seorang guru di SDN 023 

Seberang Pebenaan, terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 

023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh 

informasi bahwa: 

“Penggunaan dana bos regular telah di jleaskan dalam perturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan khususnya pada petunjuk teknisnya, dimana ada beberapa komponen dana 

bos regular itu tidak bisa digunkan seperti disimpan dengan maksud dibungakan, 

dipinjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak (software) atau untuk 

pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis, sewa aplikasi pendataan atau 

aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring), membiayai 

kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, 

dan sejenisnya;, membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja 

Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS),  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sultan Komite SDN 023 Seberang Pebenaan, 

apakah mengetahui untuk apa saja penggunan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
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di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh 

informasi bahwa: 

 “Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khususnya untuk Sekolah Dasar 

ada banyak ya, sesuai dengan aturan yaitu penerimaan Peserta Didik baru, pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi 

pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya 

dan jasa, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan dalam 

mendukung keterserapan lulusan. 

 Dari hasil Wawancara,observasi,dokumentasi penulis, diketahui bahwa penggunaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan 

Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, yaitu 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022. Namun, SDN 023 

Seberang Pebenaan tidak menggunakan Dana BOS untuk pemeliharaan sarana dan 

prasarana sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, 

Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan standar. 

2) Penilaian atau Perbaikan 

Pengawasan hasil kerja juga perlu disusun setelah menetapkan berbagai tujuan. 

Pengawasan dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung atau telah selesai 

sehingga perencanaan dapat disesuaikan dan menghindari kemungkinan masalah yang 

muncul. Dalam konteks ini, implementasi program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 

Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang diteliti oleh penulis, 

melibatkan komponen atau indikator seperti pengukuran terhadap waktu, pengukuran 

terhadap jumlah, dan pengukuran terhadap penggunaan dana. 

 a) Pengukuran standar waktu 

Penilaian atau pengukuran dalam pengawasan pelaksanaan program Bantuan 

Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten 

Indragiri Hilir, adalah fakta yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan program 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd., yang menjabat 

sebagai Kepala Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan, terkait dengan pencairan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, 

Kabupaten Indragiri Hilir, dijelaskan bahwa: 

 “Dana Bantuan Operasional Sekalah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah tepat waktu, dimana pada tahun 

2022 kemaren dan tahun 2023 ini setiap tahapnya dana tersebut diterima sekolah, sehingga 

hal ini sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang penyaluran dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS)”. 

Hal ini sesuai dengan jawaban dari bendahara SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan 

hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Dana Bantuan Operasional Sekalah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan 

sudah tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku”  
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Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) oleh SDN 023 Seberang Pebenaan dilakukan sesuai jadwal 

waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosnah, S.Pd., seorang 

guru di SDN 023 Seberang Pebenaan, terkait dengan kepatuhan waktu pencairan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, 

Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa: 

“Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah tepat waktu. Penyaluran Bantuan 

Operasional Sekalah (BOS) dilakukan oleh Pusat ke Kas Daerah Provinsi sudah tepat 

waktu. Untuk penyaluran dari provinsi tidak ada kendala. Dana yang disalurkan dari 

provinsi sudah sesuai dengan peraturan. Pada pelaksanaannya kepala sekolah bisa 

mengambil dana BOS tersebut langsung ke bank yang bersangkutan ketika data sudah di 

verifikasi oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Jika terdapat 

pihak sekolah yang mengalami kendala dalam pemverifikasian data di kementerian maka 

sekolah tersebut akan agak terlambat pencairannya di bandingkan sekolah yang lain, data 

tersebut harus terverifikasi terlebih dahulu baru bisa terkirim di rekening sekolah”. 

Dari hasil wawancara dengan Pak Sultan, anggota Komite SDN 023 Seberang Pebenaan, 

mengenai apakah pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 

Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sudah dilakukan 

sesuai waktu, diperoleh informasi bahwa: 

“pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah tepat waktu, karena sekolah juga 

tepat waktu menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Tim Bos di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir”. 

Berdasarkan hasil Wawancara, observasi ,dokumentasi penulis, diketatui bahwa dapat 

diidentifikasi bahwa pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 

Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sudah berlangsung 

sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh keteraturan dalam 

pengiriman laporan pertanggung jawaban kepada Tim BOS di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir oleh SDN 023 Seberang Pebenaan.  

b) Pengukuran standar jumlah 

Pengukuran Standar jumlah dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di 

SDN 023 Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, merujuk 

pada evaluasi sejauh mana jumlah dana yang diterima oleh pihak sekolah sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Untuk menilai hal tersebut, penulis melakukan wawancara 

dengan Ibu Dewi Puspa, S.Pd., yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 023 

Seberang Pebenaan, dan diperoleh informasi bahwa: 

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekalah (BOS) yang diterima SDN 023 ini sudah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Besaran alokasi BOS Reguler yang diterima Sekolah 

dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya, dimana untuk 

jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per 

1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Dimana bantuan Operasional Sekolah Reguler 

yang selanjutnya disingkat BOS Reguler bertujuan untuk membantu pendanaan biaya 
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operasional dan non personalia sekolah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi 

peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat serta meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran di Sekolah”  

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara SDN 023 

Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Dana Bantuan Operasional Sekalah (BOS) yang diterima sudah sesuai dengan yang 

seharusnya tidak memiliki kendala apapun karena Bendahara Umum Daerah (BUD) telah 

menyalurkan BOS Reguler secara langsung ke rekening Sekolah sesuai dengan 

ketetentuan peraturan perundang-undangan”. 

penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rosnah, S.Pd., seorang guru di SDN 023 

Seberang Pebenaan, dan diperoleh informasi bahwa: 

“Dana Bantuan Operasional Sekalah (BOS) yang diterima sudah sesuai dengan yang 

seharusnya, yaitu berdasarkan jumlah siswa dan sudah mencukupi. 

C) Pengukuran standar penggunaan dana 

Pengukuran Standar penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada 

kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah. Dimana fakta 

dilapangan yang penulis temukan melalui wawancara penulis dengan Ibu Dewi 

Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa: 

“Kesepakatan penggunaan BOS Reguler harus didasarkan skala prioritas kebutuhan 

dimana pembahasan kebutuhan sekolah telah dilaksanakan oleh tim bos dan pihak sekolah 

dan telah di sepakati oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang biasa di sebut 

dengan RKAS.”  

Hal yang sama juga penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara SDN 023 

Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Penggunaan dana oleh pihak sekolah yang pelaksanaannya sifatnya kegiatan, juga wajib 

dilaporkan secara tulisan yaitu SPJ dan juga secara daring melalui website resmi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, penyampaian laporan inilah yang selalu 

menjadi kendala dimana pihak sekolah selalu terlambat melaporkan pertanggung jawaban 

tersebut, walaupun tidak semua sekolah yang terlambat. Kami SDN 023 Seberang 

Pebenaan selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan”. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam penulis mewawancarai Ibu Rosnah,S.Pd 

guru SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, 

diperoleh informasi bahwa: 

“Sepengetahuan saya penyampaian laporan penggunaan dana dan pertanggung jawaban 

tidak menjadi kendala bagi kami, dimana penyampaian tersebut selalu tepat waktu sesuai  

jadwal yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan laporan yang diterima awal sudah sesuai 

dengan RKAS penggunaan dana yang diajukan oleh pihak sekolah”  

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Pak Sultan Komite SDN 023 Seberang 

Pebenaan:  
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“Menurut saya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan RKAS awal 

pengajuan penggunaan dana tersebut”. 

 Berdasarkan hasil Wawancara,Dokumentasi,observasi penulis diketahui bahwa 

penggunaan dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan RKAS awal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sesuai 

standar. 

3) Pebandingan antara Pelaksana 

 Perbandingan antara pelaksana yaitu membandingkan antara hasil pengukuran 

dengan standar. Maksud dari pembandingan tersebut adalah untuk mengetahui apakah 

antara hasil yang dicapai dengan standar terdapat perbedaan, dan jika ada berapa besarannya. 

Dari semua itu dapat diketahui apakah perlu diadakannya perbaikan atau tidak. Dalam hal 

ini pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis teliti memiliki komponen atau 

indikator yang terdiri dari pembandingan terhadap waktu, pembandingan terhadap jumlah, 

pembandingan terhadap penggunaan dana. 

a) Pembandingan hasil dan standar waktu 

Pembandingan Hasil dan Standar waktu dalam pelaksanaan program Bantuan 

Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir adalah standar waktu yang di tentukan dan juga kenyataan dilapangan. 

Untuk mendapatkan pembandingan terhadap waktu penulis melakukan wawancara 

dengan Ibu Dewi Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh 

informasi bahwa: 

“Pada waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai dengan 

jadwal yang di tentukan dimana pencairan ini rata-rata dilakukan pada bulan Januari 

untuk tahap I, pada bulan April untuk tahap II, pada bulan September untuk tahap III. 

Hal ini menurut sya sudah sesuai dengan standard dan peraturan yang ada”. 

Sementara itu ditambahkan pula oleh  Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 

Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Dana BOS yang diterima sekolah yang dicairkan oleh pemrintah berdasarkan aturan 

yang ada, dimana sebelum sekolah mengambil uang di bank yang bersangkutan harus 

dipastikan verifikasi data untuk RKAS sekolah tersebut sudah terverifikasi baru bisa 

dicairkan. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang ada”. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam penulis mewawancarai Ibu 

Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, mengenai waktu pencairan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir apakah  sudah sesuai standar yang ditentukan, diperoleh 

informasi bahwa: 

“Waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai standar yang 
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ditentukan, karena penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mengalami keterlambatan, sehinga penyaluran 

dana BOSyang diterima sekolah tepat waktu”. 

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Pak Sultan Komite SDN 023 Seberang 

Pebenaan, diperoleh informasi bahwa: 

“Menurut saya, waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 

Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai standar 

yang ditentukan, penyampaian laporan dari pihak sekolah juga sesuai standar yaittu 

tidak mengalami keterlambatan”. 

Berdasarkan hasil Wawancara,observasi,dokumentasi penulis diketahui bahwa SDN 023 

Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selalu waktu dalam 

penyampaian laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tepat 

waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan sudah sesuai dengan 

standar. 

b) Pembandingan hasil dan standar jumlah 

Dalam melihat pembandingan Hasil dan Standar jumlah pada  Pengawasan pelaksanaan 

program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi 

Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, mengenai apakah jumlah dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir sesuai standar yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa: 

“Sekolah kami menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp 940.000,00 (sembilan ratus 

empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun. Hal ini sesuai 

dnegan fakta dilapangan dimana tidak pernah mengalami kekurangan dalam penyaluran 

dan juga pada saat penerimaan, menurut saya ini sudah sesuai dengan standar yang ada”. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam penulis mewawancarai  Ibu 

Jusmiati,S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil 

wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat 

puluh ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun”. 

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa jumlah dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri 

Hilir yang cair tidak pernah mengalami kendala dari segi jumlah besaran yang diterima 

oleh pihak sekolah. 

c) Pembandingan hasil dan standar penggunaan dana 

Pembandingan hasil dan standar penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimana 

peraturan yang mengatur penggunaan dana tersebut memiliki beberapa point yang 

dijadikan sebagai standar dalam pembandingan ini. Dimana fakta dilapangan yang 
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penulis temukan melalui wawancara penulis dengan  Ibu Dewi Puspa,S.Pd Kepala 

Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa: 

“Penggunaan dana bantuan opersional sekolah (BOS) oleh pihak Sekolah Dasar 

khususnya di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam laporan akhir pertanggung jawaban sudah sesuai dengan RKAS awal kesepakatan 

yang dilakukan oleh Tim Bos Kabupaten dengan pihak sekolah. Walaupun terkadang 

dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan 

perencanaan penggunaan dana yang tercantum di dalam RKAS awal, dikarenakan pada 

saat itu penggunaan pembiayaan dana tersebut belum di perlukan. Hal inilah yang 

menjadi penyebab laporan dari sekolah tersebut harus direvisi hingga sesuai dengan 

RKAS awal.  

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara SDN 023 

Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai standar yang ada. 

Penggunaan dana bantuan operasional sekolah khususnya BOS regular memiliki pos-pos 

tersendiri dalam pembiayaannya, dimana ini sudah diatur dalam petunjuk teknis 

penggunaan dana bantuan operasional sekolah tersebut. Walaupun terkadang dalam 

penggunaan dana berbeda dengan RKAS awal tetapi tidak pernah melenceng dari 

pembiayaan yang seharusnya di gunakan. Maksudnya adalah penggunaan dana tersebut 

masih di koridor pembiayaan yang memang diperuntukkan untuk dana BOS”. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, 

penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa: 

 “Kami menggunakan dana BOS sesuai dengan aturan yang ada. Kami juga menggunakan 

untuk hal yang lain yang tidak bertentangan dalam aturan yang berlaku, akan tetapi 

dalam RKAS itu tidak tercantum. Dan pada saat membuat laporan pertanggung jawaban 

yang kami tuliskan adalah apa yang kami gunakan. karena pada saat membuat RKAS 

tersebut masih dibayangkan dan kemungkinan ini akan dibutuhkan akan tetapi pada saat 

digunakan ternya ada yang lebih penting. Maka dari itu kami diminta untuk membuat 

laporan itu kembali karena tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam RKAS”. 

Berdasarkan,Wawancara,observasi,dokumentasi penulis diketahui dari hal laporan yang 

tidak sesuai dengan RKAS ini tidak menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan 

oleh pihak sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana 

bantuan operasional sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan standar yang telah di tentukan. 

4) Perbaikan atau Pembetulan 

 Melakukan pembetulan/koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

merupakan tahap akhir dan amat penting dalam proses pelaksanaan program kegiatan. 

Semakin cepat tindakan koreksi dilakukan, maka semakin tepat pula tujuan kegiatan dapat 

tercapai. Untuk mendapatkan keterangan pembetulan terhadap penyimpangan waktu. 

Dalam hal ini Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 

Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang penulis teliti 
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memiliki komponen atau indikator yang terdiri dari pembetulan terhadap penyimpangan 

waktu, pembetulan terhadap penyimpangan jumlah, pembetulan terhadap penyimpangan 

penggunaan dana. 

a) Pembetulan penyimpangan waktu 

Untuk mendapatkan keterangan pembetulan terhadap penyimpangan waktu penulis 

melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Psupa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang 

Pebenaan, mengenai bagaimana jika waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

mengalami keterlambatan: 

“Keterlambatan waktu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu disebabkan 

pihak sekolah terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Untuk 

SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah 

mengalami hal tersebut. 

Sementara itu ditambahkan pula oleh Ibu Jusmiati,S.Pd bendahara Sekolah SDN 023 

Seberang Pebenaan, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa: 

“Sekolah kami tidak pernah terlambat dalam penyampaian laporan. Biasanya jika ada 

sekolah yang terlambat menyampaikan laporan, maka pihak sekolah akan dipanggil ke 

kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir oleh Tim Bos 

Kabupaten”. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam penulis mewawancarai Ibu 

Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, diperoleh informasi bahwa: 

 “ya, kami belum pernah mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan 

pertanggung jawaban dana BOS.  Jika ada sekolah yang mengalami keterlambatan dalam 

penyampaian laporan pertanggung jawaban dana BOS, menurut saya Tim Bos harus 

memberikan pembinaan, biasanya keterlambatan tersebut karena kekurangan tenaga / 

guru dalam pembuatan laporan tersebut”. 

Berdasarkan hasil Wawancara,observasi,dokumentasi diketahui bahwa SDN 023 

Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah 

melakukan penyimpangan waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SDN 023 

Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selalu tepat waktu 

dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS. 

b) Pembetulan penyimpangan jumlah 

Dalam melihat pembetulan terhadap penyimpangan jumlah, penulis melakukan 

wawancara dengan Ibu Dewi Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa: 

“Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selalu sesuai dengan jumlah 

siswa yang ada di sekolah, tidak pernah kurang atau lebih”.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusmiati,S.Pd Bendahara SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa: 
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“SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menerima 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan jumlah siswa”.  

Berdasarkan hasil Wawancara,observasi dokuementasi diketahui bahwa Jumlah dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah mengalami kelebihan dan 

kekurangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir selalu sesuai dengan jumlah siswa. 

c) Pembetulan penyimpangan penggunaan dana 

Dalam melihat pembetulan terhadap penyimpangan penggunaan dana berdasarkan 

penulis dengan Ibu Dewi Puspa,S.Pd Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa: 

“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir digunakan sesuai dengan aturan yang 

berlaku”  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jusmiati,S.Pd Bendahara SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa: 

“Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan aturan yang ada”.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosnah,S.Pd Guru SDN 023 Seberang Pebenaan, 

diperoleh informasi bahwa: 

“Kami menggunakan dana BOS sesuai dengan juknis. Jika penggunaan dana bantuan 

operasional sekolah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada petunjuk teknis 

penggunaan dana bantuan operasional sekolah regular maka Tim BOS kabupaten bisa 

melakukan tindakan tegas seperti membekukan uang yag ada di bank sehingga tidak 

dapat dicairkan”. 

Berdasarkan hasil Wawancara,observasi,dokumentasi diketahui bahwa dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir sesuai aturan yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 023 Seberang 

Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tidak terjadi penyimpangan, 

karena sudah sesuai aturan. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Pengawasan pelaksanaan program 

Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir berdasarkan indikator penilaian dapat disimpulkan bahwa: Pengawasan 

pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SDN 023 Seberang Pebenaan 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah optimal, karena sudah sesuai dengan 

standar yang ada, yaitu Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022. 

 Penentuan Ukuran, Penentuan Ukuran dalam Pengawasaan pelaksanaan program 

Bantuan Operasional Sekolah sudah cukup jelas dan baik dimana standar yang digunakan 
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adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan juga petunjuk 

teknisnya, baik dalam standar waktu, standar jumlah dan juga standar penggunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah sudah jelas dan adapun dalam Pengukuran hasil, setelah 

standar di tentukan maka hasil dapat diukur secara langsung dilapangan, pada kenyataannya 

dilapangan penyampaian laporan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada Tim Bos sudah 

tepat waktu. Dalam penilaian atau Pengukuran penggunaan dana Bantuan Operasional 

Sekolah juga tidak terjadi penyimpangan, karena tidak ada perbedaan laporan penggunaan 

dana BOS dengan rencana awal hasil kesepatakan dengan Tim Bos Kabupaten. Melakukan 

perbandingan, pembandingan terhadap waktu penyampaian laporan yang dilakukan oleh 

pihak sekolah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Tim Bos Kabupaten, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi penyimpangan dari standar yang telah ditentukan 

sebelumnya. Perbaikan atau Pembetulan terhadap penggunaan dana bantuan operasional 

sekolah khususnya dana reguler, secara umum telah sesuai dengan standar yang telah di 

tentukan jika standar itu dilihat dari penggunaan dana yang diperbolehkan untuk 

pembiayaan sekolah pada Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 

2022.Pembetulan terhadap penyimpangan, pembetulan terhadap penyimpangan tidak 

pernah dilakukan, karena pihak sekolah dalam penyampaian laporan penggunaan dana 

bantuan operasional sekolah selalu tepat waktu. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh 

kesimpulan akhir bahwa Pengawasaan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah 

di SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah optimal, 

karena sudah sesuai dengan standar yang ada, yaitu Peratuan Menteri Pendidikan    

 Berdasarkan Upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan,maka Peneliti 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Kepala Sekolah SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

harus lebih sigap dalam melakukan pelaporan penggunaan dana BOS kepada Dinas 

Pendidikan jauh hari sebelum batas waktu akhir pengumpulan laporan. 

2. Tim BOS Sekolah Dasar Negeri 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir sebaiknya melibatkan wali murid dalam rapat perencanaan penggunaan 

dana Bos. 

3. Pihak SDN 023 Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

sebaiknya lebih transparan dalam penggunaan dana BOS dan dipublikasikan secara 

terbuka dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 
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